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sebagaimana terlihat pada UU No. 23 Tahun 2014 dipertegas mengenai

klasifikasi urusan pemerintahan pada Pasal 9:
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*Sarundajang, 1997, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Tinjauan
Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan, Kondisi dan Tantangannya, Jakarta,
Pustaka Sinar Harapan, him 3



pertimbangan yang melatarbelakangi perlunya Pemerintahan Daerah adalah

sebagai berikut:*
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*Tjahya Supriana, 1993, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Bumi Aksara,
him. 58-59.

°F. Fukuyama, 2005, Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21,
Penerjemah A. Zaim Rofiq, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, him 88-89

®Riant Nugroho D, 2000, Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik
atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Jakarta, PT Elex Media, him. 85



No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan kemudian semakin dipertegas
dengan digantinya undang-undang tersebut dengan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan terbitnya UU No. 23 Tahun
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Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan
kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah’.

Hoessein menghubungkan antara otonomi daerah dengan fungsi daerah
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"Benyamin Hoessein, 2001, “Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah
Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”, Jakarta, LAN, him. 3.

#Menimbang huruf b UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

®Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Penjelasan umum di atas menyiratkan tentang terbukanya kemungkinan
berbagai hal, yang oleh karena itu, pemerintah mesti mempersiapkan diri untuk
menghadapinya dengan kebijakan yang konstitusional. Dengan demikian, yang
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19pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
' Didik Sukriono dan Winardi Sirajuddin, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis
Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Malang, Setara Press, him. 219
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wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga
Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap
Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan
kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan
hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang
secara _efektif-dapat dilakukan oleh lembaga-negara_dan Peradilan Tata
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'2penjelasan Umum Point | UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

BMartin Jimung, 2005, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi
Daerah, Yogyakarta, Pustaka Nusatama, him. 15

Y“David Oshorne dan Ted Gaebler, 2005, Mewirausahakan Birokrasi, Mentransformasi
Semangat Wirausaha Dalam Sektor Publik, terjemahan, Abdul Rosyid, Jakarta, PPM, cet. VIII, him. 20
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“Mustopadidjaja AR, “Kompetensi Aparatur Dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi
Daerah Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Ceramah Perdana Pada
Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Kerjasama STIA-LAN, Pemerintah Prov. Kaltim
dan Universitas Mulawarman/ Samarinda/15 Januari 2002, him. 12

®|smail Mohammad, “Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi
Negara dan Abdi Masyarakat”, Makalah, disampaikan dalam Diskusi Panel Optimalisasi Peran PNS
pada Pelaksanaan Tugas Pokok sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang diselenggarakan oleh
Unit KORPRI POLRI/Jakarta/23 Oktober 2003, him. 9



d) terfokus pada pencapaian visi,
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YRiwan, HR. 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogykarta, Ul Press, him. 192
183 F. Marbun, 1988, Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, Liberty, him. 144
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dan bukan dilayani. Ketiga, sekalipun telah terjadi perubahan dalam beberapa
aspek, namun sebagaimana hasil survey yang dilakukan UGM pada tahun 2002,
secara umum stakeholders bahwa prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
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¥Ismail Muhammad, Op.Cit., him. 11-13
PAnwar Suprijadi, “ Kebijakan Peningkatan Kompetensi Aparatur Dalam Pelayanan
Publik”, Disampaikan pada Peserta Diklatpim Tingkat Il Angkatan XIl1/Jakarta/19 Juli 2004, him. 13
AR
Ibid.
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a) adalah kelemahan yang berasal dari sulitnya menentukan atau
mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah.

b) pelayanan pemerintah tidak mengenal “bottom line” artinya
seburuk apapun kinerjanya, pelayanan pemerintah tidak mengenal
istilah bangkrut.
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“2pasal 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
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Bugis, Batak dan sebagainya, membutuhkan pemerintahan yang dapat
mewujudkan ketertiban sosial agar perlindungan dapat diberikan kepada

masyarakat, baik perlindungan ekonomi, budaya, hukum, politik, serta nilai-nilai

adat yang dimililiki-efeh masyarakat Bungo
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Dengan berdirinya Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo® merupakan salah satu Satuan Perangkat

Zgetelah terbitnya Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik, maka pada bulan
Januari 2017, badan ini kemudian berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
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Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati Bungo dalam melakukan
pelayanan yang terkait dengan perizinan dalam bentuk satu pintu.

Badan ini merupakan ujung tombak pelayanan dibidang perizinan dimana

pelanggan hanya.datang Kesatu tempat ke Badan Penanaman Modal Daerah dan
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waktu. S

B

. L

k di atas ketentuan itu menjadi

jakan yang dirumuskan pada berbagai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

Perizinan Terpadu Satu Pintu. Namun, karena keterbatasan waktu yang bahan hukum yang telah
terkumpul jauh sebelum terbitanya Perda Kabupaten Bungo No. 11 Tahun 2016 ini, maka penelitian ini
dibatasi hanya pada dua perda yang telah terbitnya sebelumnya.

**pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Perizinan dan Cara Non Perizinan Penanaman Modal.



14
peraturan kepala badan sebagai penyeleggara teknis masih terkendala dalam
mengkongkritkan aturan dengan forma teknisnya, sehingga pelayanan publik

sebagai tujuan dari pemerintah tidak terwujud berdasarkan kepada kesusilaan,

moral huku ang-riil” yang bertallan erat dengan-etika, kesopanan, dan
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2. Untuk mengetahui peranan asas- asas Mahan yang baik sebagai norma

pengaturan pelayanan publik pada Pemda Kabupaten Bungo.

25GF. Marbun, “Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia”, dalam, Ridwan
HR, Op.Cit., h. 187
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3. Untuk mengetahui penerapan pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam

tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemda Kabupaten Bungo.

UN“]ERSITAS ANDALAS

ellt an

28 . . ' e g

~

aan teoritis d ha korelaé'ilg

khususnya

h yan Q

Jadi, darl S si_terhadap

e

mbangan mata kdlia 4

d‘angkan ke an prak penelit ini. diha'f an dapat

<an masukan®k@pada pe daerah sendiri

— \

elitian ini
dapat terfokus kepada tujuan yang akan dicapai.

1. Teori Negara Hukum
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Dalam filsafat hukum dan kenegaraan dikenal ada lima teori yang
sering menjadi acuan dalam discursus kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan
Tuhan (sovereignty of god), kedaulatan raja (sovereignty of the Kking),

WER@WAS N P, s’
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%Jimly Asshiddigie, 1991, Gagasan Kedaulatan Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di
Indonesia, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, him. 9

2’E. Sumaryono, 2002, Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
Jakarta, Kanisius, him. 35-36

ZDeliar Noer, 1997, Pemikiran Politik di Dunia Barat, 1997 Bandung, Pustaka Mizan, him.
158

“Frans Magnis Suseno, 1999, Kuasa dan Moral, Jakarta, Gramedia, him. 4



17

kedaulatan rakyat, melainkan di tangan negara. Pada dasarnya negara
hanyalah alat, bukan kedaulatan itu sendiri. Jadi, paham kedaulatan negara
merupakan penjelmaan baru dari kedaulatan raja.

ﬁ‘i@E‘RSQmNSulANDAma. penolakan_ats
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hak asasi manusia secara individu yang dijadikan landasan pokok kekuasaan

30 i

Ibid
%1].H. Rapar TH, 1993, Filsafat Politik Aristoteles, Jakarta, Rajawali Press, him. 54
$2Deliar Noer, Op.Cit., him. 146
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negara. Agar kekuasaan negara tersebut bekerja dalam koridor kepentingan
rakyat, maka timbullah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah
melalui pembuatan konstitusi. Gagasan ini yang kemudian dikenal dengan

t|o |Wnﬂsa1mmgnggr¢gdmra Konstitusional

.= e erintah menjalankan kekuasaan nya dibatasi-olef huk

=
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#Jimly Asshiddigie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Mahkamah
Konstitusi-Pusat Studi HTN Ul, him. 28

*Moh. Mahfud MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi
Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta, Rineka Cipta, cet,ke-2, him. 27

*Miriam Budiardjo, 1993, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, cet, ke-13, him. 151

*Moh. Mahfud, MD, Op.Cit., him. 28
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rechsstaat dalam tradisi hukum Anglo Saxon.*” Rechtsstaat yang
ditejemahkan dengan “negara hukum” pada masa abad ke-19 sampai dengan

abad ke-20 disebut sebagai negara hukum Klasik. Salah seorang ahli hukum

ﬁwms EWpArSmAfNDLAiAeC
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. - S8 "/
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Dice  berikut s 8
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by, . '
elanggar
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maupuffbagi pejaba
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keputu eputusa

dasar pengambilan eblja(alm . s

*Ibid., him. 30

*1bid.

*Ibid.

“°Didi Nazmi Yunas, 1992, Konsepsi Negara Hukum, Padang, Angkasa Raya, him. 21
“pid., him. 70
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Menurut Padmo, suatu negara hukum ditandai oleh beberapa hal pokok
antara lain adanya penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,
mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, sistem  hukum dan

S RIBREHEAS AN

a.yang punyal ciri khas yaitu: a) PengaKUan dan-perlindu
& g d}f : AL /
ak manusia, b) Peradilan i pengaruh sesuatu-

= T
uatan lain d Legalitas da hukum da[ig
bentuk.*3 =

mengana
"

. Teori Demokrasi

kebijakan di bali kepn‘@a?in euarrani'ngsung maupun tidak langsung

*?padmo Wahyono, 1983, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia
Indonesia, him. 10

*Muhammad Kusnadi dan Bintan Saragih, 1983, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut
Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, PT. Gramedia Indonesia FHUI, him. 25

*Robert A. Dahl, 1985, Analisa Sistem Politik Modern, terjemahan, Sahat Simamora, dari
judul, Modern Political System, Jakarta, Bumi Aksara, him. 16
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didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari

4
rakyat dewasa”.*®

Kekuasaan rakyat yang tidak terkontrol atau kemungkinan terjadinya

i SARPERS 13k A1y 7o
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. [Talla - 1G 1 KeKUd q-.ittlln-“-‘ SKan
k
asaan

'-a'“"\ eopE, D people, for
gHele. h S ; % akan terlihat pada li

a lima

a 9 okrasi * Para Peng :
ocracy and Its Critics, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

47Anders UhIm Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di
Indonesia, terjemahan, Rofik Suhud, dari judul, Indonesian and The Third Wave of Democratization
The Indonesia Pro Democracy Movement in Changing Word, Mizan, Bandung, 1998, cet, ke-2, him. 9

*8Samuel P. Huntington, 1990, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, terjemahan, Sahat
Simamora, dari judul, No Easy Choice : Political Participation In Developing Countries, Jakarta,
Rineka Cipta, him. 39

“Ibid., him. 269

*Wiliam D. Halsey and Bernard Johnston (eds), 1988, Collie’s Encyclopedia, New York :
Macmilan Educational Company, him. 75
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kriteria yang tidak dapat dihindarkan olah pemerintah yaitu :1) persamaan hak
pilih. Dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari

setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam

i R P ERBTPAS AN A | o

;___._; U rproses pembuatan keputusan secara ko ;- 1ermas

B
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”~ g

kesimpul Q N
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P B, N
4) ntrol terakhir t ! dap age akat harus mempunye

R

dilaksanakan ole peﬁﬁh elﬁ';n\l'eblh mengutamakan hak-hak
masyarakat.

3. Teori Otonomi

*'Robert A. Dahl, 1985, Dilema Demokrasi Pluralis, Antara Otonom dan Kontrol, terjemahan,
Sahat Simamora, dari judul, “Dilemmas of Pluralist Democracy”, Jakarta, Rajawali, him. 10-11
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Dalam konteks negara kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat
dan daerah di Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi,
dekonsentrasi dan medebewind (tugas pembantuan).”® Desentralisasi adalah
e rﬁquseWﬁeSnANDﬂemS el

T~ Daerah yang bersifat otonom dalam kera

e . d '{'

kagf’bésentralisasi mengandungssegi positif dalam pe

merintahan b akonomi

)
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”~N
~
I D€
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dan lebilgefigie
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- d) Satuan-sdtuah desent :ndorong’ tumbuhnya sikap mo
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_progd
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Jaerah-c : a an,
prakarsa dada ah penyerahan

*’Noer Fauzi & R.Yando Zakaria, 2000, Mensiasati Otonomi Daerah, Yogyakarta,
Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST “Press”, him. 11

531 h;

Ibid.

**Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH-UII, him.
174

**Josef Riwu Kaho, 1991, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta:
Rajawali Pers, 1991 , him. 14
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diserahi atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama
sendiri dalam urusan tersebut.”®
Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan

deser ISﬁ‘VE%Sl@,AtSISANW&a

ntuk mengatur dan mengurus rumah ﬁhg nya-sendiri

NS .-.'!'

an - batas _pengaturan daerah..Sedangkan _desentralisasi fi

.ﬁahan ke dan.meng 0 ité’riggaa :
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-
.
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<has
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khusus adalah hukum adat setempat.

F. Kerangka Konseptual

**Noer Fauzi & R.Yando Zakaria, Op.Cit., him. 11
*Ibid.,him. 12



25

1. Efisien dan Efektif
Istilah efisien lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang
besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.*® Dari pengertian tersebut,

e 'ﬁi\mw@wwswwmqm S

dibatasi ‘pada hal-hal berkaltan Iangsu lengan pe
B 7
: pelayanan denga etap omemperhatikan ketv
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e

& . -
mengelompokkan of@hg@torang se an tugas, dan berhasil

\/

hasil yang diperoleh itu o{paTakgomn yang tidak efisien.

8H.A.S. Moenir, 2001, Manajemen Pelayanan Umum, Jakarta, Bumi Aksara, him. 27
*Ipid., him. 31-32
%M, Manulang, 1985, Manajemen Personalia. Jakarta: PD Aksara Baru, 1985, him. 21
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Sementara itu, isitlah efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai,
tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Kata efektif berarti
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.
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dSPEK

organisasi tela berhasilﬂe@ép uﬁl-n%g telah ditetapkan, maka dapat

®'Moelyono, 1997, Kamus Besar Indonesia. Jakarta, PT Gramedia. him. 287

%2Departemen Pendidian dan Kebudayaan, Op.Cit., hIm. 165

®3Sampara Lukman, 1999, Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA-LAN Press. 1999,
him. 35

% Siagian, P.Sondang, 1996, Manajmen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta, him.
151
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dikatakan telah mencapai efektifitasnya. Dengan demikian efektifitas pada

hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.

TRIVERSITAE ARD gpor
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L

untuk menciptakan sesuatu yang mereka bersama-sama ingin ciptakan. Oleh

karena itu, menurut Moenir, bahwa seorang manajer efektif adalah yang

®Mahmudi. 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, cetakan Kedua (Revisi). Yogyakarta:

Sekolah Tinggi llImu Manajemen YKPN, him. 31
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memilih kebenaran untuk melaksanakannya.®® Dan kebenaran yang disepakati
itulah yang menjadi norma bagi suatu organisasi untuk bergerak.
2. Tata Pemerintahan Yang Baik
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Negara @ lf'\n- mampu untuk  mewujudkan

®*H.A.S. Moenir, Op.Cit., him. 166

’SF. Marbun, “Menggali Dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di
Indonesia”, dalam, SF. Marbun, (et.al), 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi
Negara, Yogyakarta, Ull-Press, him. 207

®8Martin Jimung, Op.Cit., him. 95

*Ibid., him. 115
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kesejahteraan itu, perlu ada dukungan swasta dan masyarakat di dalamnya.
Oleh karena itu, transformasi semangat birokratis dari bersifat penguasaan
mesti menuju ke sifat wirausaha, agar terbuka peluang yang sama dan partial

s T RREFTASAN D A Las

.Good Go ernance merupakan sistem “tatakelo merintah

-':”’_ \ v > /f
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"Sedarmayanti, 2003, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka
Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan
Pemberdayaan, Bandung, Mandar Maju, him. 7-8



30

Efektif atau tidaknya Good Governance menjadi mekanisme Kkerja
pemerintahan tidak dapat tidak harus didukung oleh bekerjanya karakteristik
dan prinsip-prinsipnya dalam keseluruhan Good Governance itu.
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™Hasan Shadiliy dan John M. Echols, 1982, Kamus Inggris Indonesia,, Jakarta, Gramedia,
him, 514

?Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,
Balai Pustaka, him. 504

“Ibid.

"Ibid., him. 455
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sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, publik berarti “ orang
banyak (umum).”

Dari pengertian tersebut, kajian tentang pelayanan publik dimaksudkan

naya~me ﬁWEaR@@WWShﬂWBNﬂ%na mendapa
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- .. ‘f.~ '

publik untuk khususnya dalam aspek pemberian izin oleh Pemda Kabupaten

Bungo setelah ditetapkannya Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Ibid., hIm. 706
"®Irfan Islamy, 2004, Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, cet, ke-13, him. 18
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Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo sebagai satu-satunya badan yang
mengelola kewenangan perizinan.
2. Metode Pendekatan
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""Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta, UI-Press, him. 9
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3) Masyarakat umum

Populasi informan atau responden penelitian terdiri atas 2

kelompok, vyaitu kelompok eksekutif (aparatur organisasi Pemda) dan
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pok tokoh organisasi partai politik 1 orang, pedagang 1 orang, petani 1
orang, dan organisasi pemuda 1 orang.

b. Bahan Sekunder



34

Adapun bahan sekunder terdiri dari berbagai Peraturan Perundang-
Undangan, seperti Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Standar Minimal
Pelayanan Publik dan Perda No. 26 Tahun 2012 tentang Badan Penanaman
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4. Teknik eng‘umpulan Data
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atau jawaban terhadap permasalahan penelitian.”® Sebagai salah satu ciri khas

"®Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber
tentang Metode-metode Baru, terjemahan, Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, Ul-Press, him. 15-20.



35

analisis data kualitatif adalah tahap-tahap analisis tersebut tidak selalu dilakukan
berurutan secara rigid, tahap-tahap tersebut saling berinteraksi, sehingga
menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif.

ﬁ"ﬁﬂB\?‘ERSITAS ANDA LAS

*r: t}kan lokasi penelltlan |n| p UI ngambil idi

G s
/7

| rlntahan Daerah _KabupatensBungo, dan lebih

sebagai orgs

2

epaqg.k=

<a Dinas Penanam@n Mc

-satunya Dinas pa emerinta abu tenBungd yan
< 4 o

kewenangan untuk m

e

gfluarkan i aligus menandata

.
AN

B 1

an

yang
embutuh / tan

ag&h
v M

X



